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PERATURAN WALI KOTA MEDAN
NOMOR 43 TAHUN 2016

TENTANG

PENGABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Meriimbang . bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8
Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2016, perlu membentuk Peraturan
wali Kota tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016;

Mengingat 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

o

Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas
Undang-Undang  Nomor 30 Tahun 2002 Tentang
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5698);
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
euangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Normor 4286},

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara  (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
ndonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem  Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
‘rdonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
Han Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5049);

_Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
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13.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973

tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);

Peraturan Pemerintah Nomor S0 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah
Tingkat Il Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah  Tingkat [l Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat 1l Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisali, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat 1I Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat | Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang Pembentukan 18 (Delapan  Belas)
Kecamatan Di  Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat Dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 1 Medan Dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat [ Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah Dan
Wwakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2000 Nomor 210 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004

tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah  (Lembaran Negara Republik Indonesia
tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran

Negara  Republik Indonesia  Nomor 4416)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21

Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
Tentang Kedudukan Protokoler Dan Keuangan
pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakvat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712 );



16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005

20.

21

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara  Republik Indonesia  Nomor  4502),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23
Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan
Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

7 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005

tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
rambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005

rentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan  Peraturan Pemerintah  Nomor 65
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Inconesia Tahun 2010 Nomor 110,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5155);

5 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 20035

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik [ndonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan Dan Penerapan
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 458595);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
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28.

 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010

tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan
msentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010
tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011

tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012

tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Kenangan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri  Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Badan
Pelayanan Umum Daerah; :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah
Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 450), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian
i1ibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita
Negara Republik  Indonesia  Tahun 2016
Nomor 541);



Menetapkan

29.

i

G

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52
Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah
Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia
Taliun 2015 Nomor 903), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturann Menteri Dalam Negeri Nomor 52
rahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah 2016
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 1803), maka Peraturan Wali Kota Medan
Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas
Dalam Negeri Bagi Wali Kota/Wakil Wali Kota,
Ketua/Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kota Medan, Pegawai Negeri Sipil,
Dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kota
Medan Tahun 2015 Nomor 15);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 2036);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7
Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2009 Tahun Nomor 7, Tambahan Lembaran
Daerah Kota Medan Nomor 4);

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13

Tahun 2009 tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kota Medan
Tahun 2016 Tahun Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

- PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN = PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan  dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun
Angraran 5016 semula  berjumlah Rp5.380.363.862.404,00
hertambah sejumlah Rp357.374.427.491,00 sehingga menjadi
Rpt. 737.738.289.895,00, dengan rincian sebagai berikut:

a pendapatan:

1. @emItla, ... o issapinsanenimursie Rp 5.203.526.01 5.404,00
9 bertambahi.......ccoeeiiiiieens Rp 286.636.667.960,97
jumleh pendapatan setelah
perubahan......... Rp 5.490.162.683.364,97
. belanja:
b BT cprppnrmsnres BB §SeE Rp 5.380.363.862.404,00

9 bertambah........ccoeeeeineeeeee. RD 357.374.427.491.,00
iumlah  belanja setelah :
PErUBERALIL e Rp 5.737.738.289.895,00
surplus / (defisit) setelah
perubahan. ... Rp (247.575.606.530,03)
c. pembiayaan:
. penerimaan:

a) semula.. ..o, Rp 181.837.847.000,00
bh) bertambali......cc.ooooiiane Rp 70.737.759.530,03
iumlah penerimaan
setelah perubahan...... Rp 252.575.606.530,03
2. pengeluaran:
a) semula.......ooooiniene Rp 5.000.000.000,00
1)) bertambah/berkurang. Rp == :
jumlah  pengeluaran
setelah perubahan Rp 5.000.000.000,00
jumlah  pembiayaan
netio setelah
perubahan...........o.oee Rp 247.575.606.630,03
<isa lebih pembiayaan
wliggaran setelah
perubahan...ooe. Rp. --
Pasal 2

“enjabaran Perubaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebhagaimuna dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran L ’eraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian
i 1 rpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.



Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran perubahan anggaran pendapatan dan
belanja daerah yang ditetapkan dalam peraturan wali kota ini
ditnangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran
satnan kerja perangkat daerah sesuai dengan ketentuan perundang-

undangai.

Pasal 5
Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
\onr setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Cerat iran Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kota Meaan. '

Ditetapkan di Medan
pada tanggal 23 November 2016

WALI KOTA MEDAN,
ttd

DZULMI ELDIN 8

Chundangkes: di Medan
sada tanggal 23 November 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,

QY AIFUETAHRI

CRITA DALRAH KOTA MEDAN TAHUN 2016 NOMOR 43.
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